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RINGKASAN DAN SUMMARY

Indonesia adalah sebuah negara .vang menganut paham "negara hukum kesejahteraan",

yang dinyatakan sejak kelahirannya. Pada awalnya, paham tersebut dinyatakan secara

eksplisit di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (disingkat UUD 1945),

yang menyatakan indonesia adalah sebuah negara berdasarkan atas hukum (rechstttat) d,an

bukan berdasar atas kekuasaan belaka (muchtstctat). Setelah dilakukan amandemen

(perubahan), pernyataan tersebut dituangkan di dalam Pasal I Ayat (3) UUD 1945. bahwa

indonesia adalah Negara Hukum". Selain itu, Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

antara lain menyatakan "...untuk membentuk Negara Indonesia yang ...mernajukan

kesejahteraan umum..."maka dibentuklah pemerintahan Negara Kesatuan l{epublik

Indonesia. Kedua pernyataan tersebut mengandung penegasan pahan negara Indonesia

seperli di atas.

Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu konsekuensinya adalah negara wajib

mensejahteraan rakyat atau masyarakatnya. Karena itu, pemenuhatr kebutuhan manusia,

khususnya rakyat Indonesia di bidang bisnis, tidak semata-mata diserahkan kepada rakyat

Indonesia sepenuhnya, tetapi negara turut terlibat dalam segala aspek kegiatan bisnis untuk

mensejahterakan rakyatnya atau masyaratkanlla. Penataan aktivitas bisnis memerlukan

aturan hukum dan penegakkan hukum yang benar dan adil. Karena itu hukum yang

mengatur aktivitas bisnis telah dibentuk negara clan lembaga penegak hukum, dalam hal ini

Pengadilan Niaga juga telah dibentuk.

Pengadilan Niaga berwenang rnengadili perkara perdata khusus di bidang bisnis.

Karena itu. setiap perkara bisnis. tidak lagi cliadili oleh Pengadilan Ljmum. tetapi oleh

Pengadilan Niaga. Pengadilan ini tidak memiliki tingkatan, sehingga pengadilan ini

berrvenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Melalui mekanisme ini,

diharapkan agar perkara bisnis dapat diselesaikan secara adil dan benar oleh pengadilan

yang khusus ini, dan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan dar-r kebenaran hukum.

Dalam praktik tidak setiap perkara bisnis clapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga,

karena masih banyak perkara tersebut yang dirrintakan upaya hukum kasasi ke Mahkantah



Agung. lni menunjukan bahr.va pengadilan ini belum mampu memenuhi semlla rasa

keadilan hukum para pihak dalam perkara bisnis. Bagaimanakah pengambilan Putusan

pengaclilan Niaga dalam sistem peradilan di Indonesia? dan bagaimana prinsip keadilan

dan kebenaran hr-rkum digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan Putusan

pengadilan Niaga?, merupakan dua masalah yaug masih menjadi persoalan masyarakat,

yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan data penelitian dan analisis sesuai permasalahan, hasil penelitian

memperlihatkan:

L pengadilan Niaga adalah pengadilan Negara yang memiliki kewenangan khusus

mengadili perkara niaga. Pengadilan ini berada di dalam lingkungan Pengadilan Umum,

yang diberi wewenang khusus dalam mengadili perkara niaga, sehingga pengadilan ini

disebut Pengadilan Khusus Niaga. Sesuai keberadaan dan rvewenangnya, Pengadilan

niaga bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara niaga'

dalam melaksanakan tugasnya, pengadilan ini terikat pada hokum material khusus yang

terdapat di dalam UUKPPU dan hokum material umum yang terdapat di dalam

KUHperdata). Selain itu, pengadilan ini juga terikat pada hokum formal khusus yang

diatur di dalam UUKPPU dan hokum formal umum yang terdapat di dalam HIR/RBg.

Sesuai dasar hokum tersebut, pengambilan putusan (vonis) harus didahului dengan

proses pemeriksaan dan pembuktian. Pemeriksaan dilakukan dengan judex factie

(pemeriksaan pokok perkara) sekaligus judex juris (pemeriksaan hokum yang

diterapkan). Pembuktian dilakukan dengan cara pembuktian sederhana, yakni cukup

dengan membuktikan adanya dua kreditor atau lebih dan salah satu hutang terhadap

kreditor tersebut sudah dalam jatuh tempo. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan

pembuktian tersebut, Pengadilan Niaga mengambil putusan pengadilan (vonis) atas

perkara yang diadilinYa.

2. pengadilan Niaga telah menerapkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum

mengambilan Putusan Pengadilan Niaga. Penerapan prinisp ini adalah telah sesuai

dengan keadilan hokum (kedilan menurlrt aturan hokum positif), keadilan distributive

(keadilan sesuai dengan jasa/kesalahan yang terjadi), keadilan social (keadilan yang

menja6min kestabilan dan keseimbangan kehidupan masyarakat), dan keadilan asli

(keadilan sesuai keadaan semua atar-r hak dan kewajiban yang telah dijaniikan).
ll



penerapan prinsip kebenaran ini adalah telah sesuai dengan kebenaran hokum

(kebenaran menurut hukum positif), kebenaran fakta hokum (kebenaran menurut

kesesuaian dalil dengan fakta hokum), kebenaran dalil hokum (kebenaran menurut dalil

yang didukung oleh dalil-dalil lainnya), dan kebenaran manfaat/faedah praktis

(kebenaran menurut man faatlfaedah bagi praktik kehidupan),

111
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah mahluk pribadi sekaligus mahluk sosial. Dengan

kesempurnaannya, manusia secara pribadi memiliki kemampuan untuk memenuhi

keinginannya atau kebutuhannya. Meskipun demikian manusia tidak akan mampu

memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lain. Makin

kompleksnya kebutuhan manusia, makin besar pula kebutuhannya terhadap manusia

lain.

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan di bidang bisnis. Bidang bisnis

adalah bidang yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, baik dalam

kategori kebutuhan pokok (primer), kebutuhan kedua (skunder), maupun kebutuhan

kategori ketiga (tersier). Bidang ini menimbulkan aktivitas bisnis manusia, baik

dengan sesamanya maupun dengan suatu badan hukum, baik publik (negara)

maupun privat (perdata). Aktivitas bisnis dimaksud misalnya. jual beli, sewa

menyewa, mendirikan industri, dan lain-lain.

Indonesia adalah sebuah negala yang menganut paham "negara hukum

kesejahteraan", yang dinyatakan sejak kelahirannya. Pada awalnya, paham tersebut

dinyatakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

(disingkat UUD 1945), yang menyatakan indonesia adalah sebuah negara

berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka

(machtstaat). Setelah dilakukan amandemen (perubahan), pernyataan tersebut

dituangkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa indonesia adalah Negara

Hukum". Selain itu, Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat antara lain menyatakan

"...untuk membentuk Negara Indonesia yang ...memajukan kesejahteraan umum..."

maka dibentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua

pemyataan tersebut mengandung penegasan pahan Negara Hrlkutn indonesia seperti

di atas.

Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu konsekuensinya adalah negara

wajib mensejahteraan rakyat atau masyarakatnya. Karena itu, pemeuuhan kebutuhan

manusia, khususnya rakyat Indonesia di bidang bisnis, tidak semata-mata diserahkan


